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Master Plan E-Goverment
Pemko sudahDibuat

PLT Wali Kota Paria-
man Mardison Mahvud-
din mengikuti vidcon da-
Iam rgngka Entry Meeting
untuk pemeriksaan kinerja
atas efektivitas penge-
lolaan Sistem Pemeriniah
Berbasis Elektronik (SPBE)
dalam penyelenggaraan
administrasi pemerintah
di tingkungan pemerintah
Kota Pariaman.

Kegiatan tersebut clise-
lenggarakan oleh :Perwa-
kilan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Provinsi
Sumatera Barat. Ikut men-
dampingi kegiatan ter-
sebut Sekretaris Daerah
Kota Pariaman, Fadli, Ka-
diskominfo Hendri dan
Sekretaris Inspektorat,
Erpansayuti.
. Kepala (BPK) Provinsi

Su matera Barat, Yusna--.
dewi dalam pemaparan-
nya mengatakan, sesuai
dengan Instruksi Presiden'
Nomor 3 Tahur 2003 ten-
tang Kebijakan dan Stra-
tegi Nasional Pengem-
bangan E-Coverment, pe-

meriksaan ini dilakukan
untuk rirenilai efektivitas
pengelolaan SPBE dalam
penyelenggaraan peme-
rintah tahun Anggarap
2019 sampai dengan 2020
(Semester 1) pada pe-
.merintah kota yang dila-
kukan dalam jangka waktu
35 hari yang terbagi atas
15 hari dilakukan secara
daring (online) dan 20 hari
kunjungan lapang;an.

"Dalam pelaksanaan-
nya kita akan melihat ma-
sing-masing pemerintah
daerah dalam melakukan
perencanaan, pengem-
bangan, dan pemanfaitan
aplikasi layanan SPBE,
serta melaksanakarr moni-
toring dan et'aluasi SPBE
secara terencana, periodik
atas domain kebiiakan,
tata kelola, dan layanan
SPBE sesuai pedoman ya-
ng berlaku," ujar Yus-
nadewi.

FIt. Wali Kota Paria-
man, Mardison Mahvud-
din menyambut bai( ke-
giatan yang diselengga-

rakan oleh'Badan Peme-
riksa Keuangan Provinsi
Sumatera Barat ini.

"Saya berterimakasih
kepada BPK dalam rangka
pelaksanaan pemeriksaan
keuangan ini, secara pen-
dahuluan Pemerintah- Ko-
ta Pariaman sudah mela-
kukan pemeriksaan dan
pqtuh dcngan aturan yang
telah ditetapkan," ujainya.

"Salah satu contoh vai-
tu pembuatan Data ien-
ter yang belum dilal.csana-

.kan, karena menimbang
persyaratannya sebuah
daerah harus bebas ben-
cana sesuai undang-un-
dang yang berlaku, dan
juga Pemerintah Kota Pa-
riaman sudah membenfuk
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serta melakukan: peren:
canaan sebelum afuran itu
keluar," tambah Mardi-
son. "Kedepan kita akan
perbaiki dan akan lakukan
hal-hal yang lebih konkret
dalam melaksanakan ke-
giatan pemeriksaan ke-
uagan ini," tandasnya;(efa)


